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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semenjak dilahirkan manusia telah hidup dalam suatu lingkungan tertentu. 

Lingkungan itu merupakan keseluruhan kondisi maupun benda yang ditempati 

manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian lingkungan itu 

merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik yang bersifat 

material maupun non material, serta juga yang hidup atau yang tidak hidup. Hal-

hal itu semua mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia. Proses timbal balik 

yang saling mempengaruhi itu membentuk suatu sistem yang biasanya dinamakan 

Ekosistem 

Masyarakat merupakan bagian integral dari suatu ekosistem tertentu yang 

pada dasarnya mencakup subsistem sosial dan subsistem biofisik. Kedua 

subsistem itu saling mempengaruhi dengan perantaraan, baik energi, materi, 

maupun informasi dan semua itu merupakan gejala yang berlaku umum, dalam 

hal ini khususnya dibidang Perdagangan sangat membutuhkan peranan hukum 

dalam mengtur segala bentuk usaha baik yang berskala besar maupun yang 

berskala kecil, karena peranan hukum dalam pembangunan perekonomian sangat 

dibutuhkan oleh masyarakatt terlebih khusus para pelaku usaha agar mereka 

terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Sejalan dengan perananya yang sangat 

vital itu maka sektor perdagangan khusunya perekonomian pada umumnya perlu 
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memperoleh perhatian yang lebih untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam 

persaingan dagang. 

Dewasa ini angka kebutuhan perekonomian yang semakin meningkat 

mengakibatkan seluruh lapisan masyarakat ikut berlomba-lomba dalam memenuhi 

kebutuhan hidup mereka masing-masing. Salah satu kegiatan usaha yang 

dilakukan adalah dalam sektor usaha kecil dan menegah yang ikut berpacu untuk 

menciptakan peluang-peluang usaha sebagai sektor penunjang bagi kebutuhan 

hidup pelaku usahanya sering dikenal dengan istilah PKL (Pedagang Kaki Lima). 

Pedagang Kaki Lima (PKL), bangunan liar (bangli), reklame, anak-anak 

jalanan gelandangan dan pengemis kini telah menjadi fenomena sosial disetiap 

kota-kota besar, bahkan, realitas tersebut dapat dikatakan sebagai artefak kota 

yang tercipta untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Maka akan terasa aneh 

dan janggal bila pemerintah kota (Pemkot) tidak menyediakan ikon-ikon budaya 

bagi komunitas kaum pinggiran di kota-kota besar. 

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “pribadi dan masyarakat” 

mengatakan; wilayah merupakan masalah penting untuk dicatat karena langkah 

urbanisasi yang dilakukan sebagian masyarakat pedesaan yang datang ke kota-

kota besar membuat pemerintah kota tidak mampu untuk menerima penduduk 

baru atau dadakan tersebut. Kondisi ini tidak dapat dihindari dan mengakibatkan 

keberadaan sebagian masyarakat pendatang yang ingin berjuang hidup di kota 

besar harus bertempat tinggal di daerah-daerah yang kurang layak
1
. 

 

                                                 
1
 Soerjono Soekanto, Pribadi dan Masyarakat, 1983, Hal. 6 
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Pertumbuhan kota di Indonesia yang tidak merata juga mengakibatkan 

ketidakseimbangan dalam bidang sosial, ekonomi. Disatu sisi kemajuan yang 

sangat pesat terjadi pada kota-kota besar sementara di kota-kota kecil kemajuan 

yang terjadi sangat lambat, sehingga peredaran dan perputaran uang pun tidak 

merata. Hal ini menyebabkan masyarakat yang berada di daerah-daerah pedesaan 

tertarik untuk berurbanisasi ke kota-kota besar guna mengadu nasib mengais 

rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik.  

Ironisnya, keinginan masyarakat di daerah-daerah pedesaa untuk datang 

ke kota-kota besar sangat tinggi sementara fasilitas penunjang tidak tersedia dan 

disamping itu juga ketrampilan yang mereka miliki sangat terbatas, sehingga 

kebanyakan dari mereka menjadi gelandangan dan pengemis di emperan-emperan 

jalan. 

Namun, ada sebagian lagi dari mereka yang cukup beruntung karena  

dengan modal dan kemampuan yang pas-pasan mereka dapat membuka usaha 

kecil-kecilan dengan berjualan seadanya, kenyataannya ini terus berjalan dari 

waktu ke waktu dengan semakin bertambah jumlahnya sementara itu tempat 

usaha yang sangat terbatas sehingga mengakibatkan disetiap ada lahan yang masih 

kosong dijadikan lokasi untuk berjualan yang kemudian dikenal dengan istilah 

pedagang rendah atau pedagang kaki lima yang lazim disebut dengan istilah PKL. 
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Munculnya PKL ini disatu sisi cukup membantu bagi sebagian masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi di lain sisi kehadiran PKL itu 

sendiri justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat dan khususnya bagi 

pemerintah karena kondisi ini dapat menimbulkan masalah sosial lainnya. 

Salah satu titik di pinggiran atau kali Wonokromo sekitar 50 juta 

pendatang menurut Radar Metro yang terbit Selasa 17 April 2007, dijaring 

petugas Satpol PP kecamatan Wonokromo. Dalam penjaringan tersebut ada 

sekitar 15 bangunan liar (Bangli) yang merupakan tempat tinggal para pendatang 

tersebut juga ikut dirobohkan, sedikitnya 10 orang dibawa ke lingkungan Panti 

Sosial (Liponsos) Keputih
2
. 

Aksi pembongkaran bangunan liar tak mendapat perlawanan dari para 

penghuninya, mereka hanya pasrah menyaksikan bangunan yang sudah ditinggali 

mereka sebelum dihancurkan. Rata-rata bangunan  liar tersebut hanya berukuran 

kecil, sebab hanya sedikit lahan yang tersisa. Sebelum ada pemasangan pagar 

pembatas oleh Dinas Pengairan Propinsi, lahan itu cukup luas dan ditinggali 

banyak warga untuk mendirikan usahanya. Namun setelah ada penertiban, maka 

kawasan itu terlihat bersih. Namun sayangnya, pembersihan kawasan tersebut 

tidak diimbangi dengan pengawasan sehingga muncul lagi beberapa bangunan-

bangunan liar yang kembali didirikan untuk tempat usaha. 

Menurut wawancara yang dilakukan oleh Radar Metro terhadap Camat 

Wonokromo, Kartika Indrayana; penertiban bangunan liar memang perlu 

dilakukan sebab jika dibiarkan, dikhawatirkan keberadaan bangli-bangli akan 

                                                 
2
 Bangil Stren Joyoboyo dirobohkan, Radar 17 April 2007 



 5 

semakin menjamur dan dapat merusak tatanan kota. Selain menertibkan bangunan 

liar, petugas kecamatan yang dibantu petugas kepolisian juga menertibkan warga 

pendatang yang tidak bisa menunjukkan identitas diri. 

Lain halnya dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dibeberapa 

kawasan. Pada Kamis tanggal 15 Maret 2007,  sempat terjadi perlawanan dari 

beberapa pedagang dan daerah-daerah yang merupakan target operasional adalah 

di kawasan Kapasan, wilayah kecamatan Simokerto, kecamatan Bulak, kecamatan 

Semampir, kecamatan Kenjeran serta kecamatan Pabean Cantikan. Petugas 

gabungan dari beberapa kecamatan itu menertibkan bangunan liar yang 

bermunculan 

Beberapa pedagang tidak terima tempat usahanya dirobohkan, sebab 

mereka merasa sudah membayar uang keamanan, namun akhirnya penggusuran 

dapat dilaksanakan dengan damai setelah mereka menerima penjelasan petugas 

gabungan satpol PP kecamatan. Petugas memberikan penjelasan bahwa tempat 

berjualan para PKL selama ini melanggar aturan karena itu harus ditertibkan. 

Bahkan sebelum penertiban berlangsung, petugas lebih dulu mensosialisasikan 

aksinya melalui surat teguran
3
 

Menurut Kepala Satpol PP Surabaya Bapak Utomo, pihaknya sebenarnya 

sudah beberapa kali melakukan penertiban di lima kawasan tersebut. Setelah 

dibersihkan, rupanya pedagang melakukan kucing-kucingan dengan petugas. 

“Saat diobrak, mereka mau menurut untuk tak berjualan di kawasan yang dilarang, 

namun setelah petugas tidak melakukan rasia mereka akan kembali berjualan di 

                                                 
3
 PKL Diobrak Petugas Dilawan, Radar 15 Maret 2007 
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tempat asalnya. Sarana usaha para PKL diangkut dengan beberapa truk 

operasional Satpol PP, barang-barang tersebut disita petugas, para PKL yang 

dijaring dihimbau agar tidak kembali lagi ke lokasi yang dilarang untuk berjualan. 

Sebab jika tetap dipaksakan untuk berjualan, maka kawasan tersebut akan menjadi 

sempit sehingga mengakibatkan arus lalu lintas macet, hal ini dapat kita lihat pada 

kawasan Kapasan, karena para PKL tersebut membuat lahan jadi sempit dan 

macet, sehingga kawasan-kawasan tersebut harus ditertibkan”
4
. 

Pada HUT ke-57 Satpol PP Surabaya yang diadakan di kantor Walikota 

Surabaya, Senin tanggal 5 Maret 2007 lalu, sebagian besar warga pedagang protes 

atas penggusuran yang dilakukan petugas, karena mereka beranggapan telah 

mengantongi ijin. Dalam sambutannya, Walikota mengimbau agar petugas satpol 

PP Surabaya selalu menjunjang profesionalitas dan bertindak sesuai aturan yang 

ada. Diusia yang terbilang matang ini, hendaknya seluruh petugas satpol PP yang 

ada di seluruh kecamatan harus menjunjung tinggi kebenaran, jangan bertindak di 

luar  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Hadapi Warga Emosi dibekali Tenaga Dalam, Radar 5 Maret 2007  
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hukum. Profesionalitas perlu di pegang, jangan sampai tercoreng dengan tindakan 

yang tidak terpuji” ujar Bambang DH. 

Menurut Radar, Selasa 10 Maret 2007, selama ini, setiap langkah yang 

dilakukan Utomo selalu sesuai aturan kegiatan seperti melakukan operasi 

pedagang, PSK atau yang lainnya, selalu atas perintah pimpinan, bukan pesanan 

dari pihak luar. 

Pedagang kaki lima merupakan salah satu contoh dari pedagang berkedai 

tetap dimana cara penjualannya tetap berada pada suatu lokasi tertentu. PKL 

merupakan salah satu aktivitas penduduk perkotaan yang dipengaruhi keberadaan 

lingkungan kota. Keinginan dari para PKL adalah agar pemerintah kota 

menyediakan beberapa bagian atau tempat yang dianggap layak untuk PKL.  

Kalau sudah demikian PKL harusnya dibina secara berkesinambungan dan 

jangan seperti sekarang ini dimana PKL dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya 

pembinaan untuk menata dan menempatkan PKL pada tempat-tempat yang 

selayaknya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok-pokok 

permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana aspek hukum penggusuran terhadap PKL? 

2. Bagaimana penanggulangan PKL yang digusur? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum terhadap penggusaran 

terhadap PKL. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan PKL yang digusur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk dapat 

menambah wawasan atau pengetahuan kita dalam ilmu hukum khususnya 

Pedagang Kaki Lima. Selian itu juga dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai masukan penambahan wawasan kita dalam ilmu hukum di bidang 

perdagangan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pedagang kaki 

lima.  


